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29.68 Juta Ha

Hutan Lindung

2.5 Juta Ha

Kawasan terumbu Karang

8,500 spesies Ikan

555 spesies Rumput Laut
950 Spesies Terumbu Karang

FET A

47,910 Spesies

Flora & Fauna

68.82 Juta Ha

Hutan Produksi

27.43 Juta Ha

Kawasan Konservasi

Perkebunan dan
Pertambangan

31,092,273 Ha

Area Konsesi di
Hutan Produksi
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|. DAMPAK DAN KARAKTERISTIK KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
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- ll. PELUANG: INFRASTRUKTUR PENEGAKAN HUKUM

UU No. 5/1990
Konservasi SDA Hayati &
Ekosistemnya

w
m UU No. 41/1999

Kehutanan

TINGKAT

"y UU No. 18/2008 : o P 1
= Pengelolaan Sampah KEBIJAKAN

UU No. 32/2009

"".g Perlindungan dan Pengelolaan
LH @ TINGKAT
KELEMBAGAAN
UU No. 18/2013
# Pencegahan & Pemberantasan
Perusakan Hutan UU 41/1999
Kehutanan
< UU No.37/2014 TINGKAT
Konservasi Tanah & Air Q OPERASIONAL
UU No. 8/2010 %@, A
Pencegahan & ‘°e,,g 2/2009 Perlindu\‘\%a_\ o
Pemberantasan TPPU €/0laan Lingkunga““
sk UU No. 8/1981
KUHAP KEBIJAKAN : MANDAT DAN KEWENANGAN
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= II. INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM

10

a PENGAWASAN

10

0
LH

10 oo
PIDANA

INSTRUMEN a
PENEGAKAN HUKUM
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= . KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM PIMPINAN NASIONAL

Tindak tegas para pelaku illegal logging,
illegal mining, dan illegal fishing
Presiden Joko Widodo

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2015

Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik
administrasi, perdata atau pidana...Ini harus dilakukan
agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam

rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Presiden Joko Widodo
Ratas Karhutla (12 Agustus 2016)

Yang namanya penegakan hukum harus dilakukan
dengan tegas. Baik itu administratif, baik itu perdata,
baik itu pidana, lakukan tegas siapapun pemiliknya.
Tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena
penegakan hukum, sehingga kita harapkan menimbulkan
efek jera baik itu perusahaan maupun perorangan

Presiden Joko Widodo
Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 (6 Februari

=vey)
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. KELEMBAGAAN: MULTI PIHAK

Hakim Bersertifikasi o °
Lingkungan
g g o ° Komisi Lingkungan Hidup dan
Pokja LH Nasional (<] ) Penyidik Penyidik Kehutanan
MAHKAMAH PNS POLRI DPR RI
Sistem Registrasi Kasus o AGUNG
Lingkungan

. Pengawas
Pengawas 3 Pemda
KLHK
MASYARAKAT MEDIA
SIPIL & AHLI MASSA

MULTI-
AG NSI

KEJAKSAA
N AGUNG

Ditjen a Dit Tipidter
Gakkum Bareskrim

©

GNPspA © © satGas sDA-LN
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IIl. TANTANGAN: OPERASIONALISASI PENEGAKAN HUKUM

ANCAMAN FISIK @
ANCAMAN PSIKOLOGIS @ u ANCAMAN DAN PERLAWANAN HUKUM @
ANCAMAN PIDANA & PERDATA @

A
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GAP

SR ‘
a RN >

KOMITMEN

TINGKAT

OPERASIONAL v
YV,
KUALITAS SUMBER DAYA @ u KAPASITAS “CRITICAL MASS”
KAPASITAS SUMBER DAYA @ DAN KUALITAS PENINDAKAN
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lll. STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI

PENGUATAN KOLABORASI PENGUATAN MULTI INSTRUMEN PENGUATAN EKOSISTEM

Q KOLABORASI ANTAR 9
KEMENTERIAN/EMBAGA

KOLABORASI ANTAR
? KEMENTERIAN/LEMBAGA
DENGAN PEMERINTAH
DAERAH Q

KOLABORASI DENGAN
? LEMBAGA INTERNASIONAL

KOLABORASI DENGAN CIVIL
9  SOCIETY ORGANIZATION 0
(CSO)

D INOVASI TERUS MENERUS “CONTINUAL INNOVATION”

PENEGAKAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM

PENCEGAHAN SISTEM PENGELOLAAN
\ SUMBER DAYA

PENGAMANAN KAWASAN

DAN PENGAWASAN
KEPATUHAN SISTEM DUKUNGAN

? PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF
SISTEM KELEMBAGAAN DAN

? TATAKELOLA
PENYELESAIAN SENGKETA
LH

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ¢ SISTEM PERADILAN

f DITIENGAKKUM.KLHK [ GAKKUM KLHK B GAKKUM_KLHK W GAKKUMKLHK @ GAKKUM.MENLHK.GO.ID EAEAIHST
=



KERJA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAR okt 2020 +

Sanksi Administratif

Kesepakatan

5,080 Penanganan Penggadgan PengawasP422_|_l79

902 9 816 40 39 93

Penanganan Pengaduan 4 20

562584529 ! 502 26158 85

! 11 w2 I 5
5,656 nial I - B - 112
Pengawasan lzin \(3 '(\ ,3’ ,\Q) ,\6 ,\"O ,\‘b ,\Q \‘) ,\6 ’\ N\ ,\Q Q ‘) \6 '\ N \Cb Q . e
SHEFEEE S '19(1' N N I S R o anee!

1,482
Sanksi Administratif

g 150 134 166 190 153 %
152 48 145 134 132 35 |4g 09 0
Kesepakatan B [ | [} [} [ - 9999 99

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q 9
26 % ° 9 0
Gugatan P-21 mFasilitasi

911

P-21
137 163
101 80
210 25 48 8|8 o

Fasilitasi Polisi & Jaksa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 13 19.4 19.3
1,441 inkracht Rp Triliun Rp Triliun
TSL mPerambahan © Pembalakan Liar Nilai Putusan Belum Eksekusi

Operasi
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KERJA GAKKUM KLHK KE DEPAN

P EcoND Line PPENGUATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM a MULTI INSTRUMEN

HUKUM

PENGAWASAN O
C
LEH PEMDA % PENGUATAN INFRASTRUKTUR (® HILETIRIORT

@ KOLABORASI PE

PERLUASAN INT PENGUATAN EKO NERAPAN MULTI

CRITICAL ENSITAS PENIND SISTEM PENEGA INSTRUMENT &

MASS F;ENN'NDAK AKAN KAN HUKUM MULTI REJIM HU
KUM

8 PIDANA TAMBAH
i PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA  (® a
DIK K/L

EFEK JERA




IV. EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM:

PERAN SAINS & TECH DALAM PENEGAKAN HUKUM LHK

@ PENCEGAHAN KEPERCAYAAN PUBLIK & rekrutmen
i i BUDAYA « Polisional .

kapasitas penyidikan KEPATUHAN il KEWIBAWAAN NEGARA pola karir &
» Pengawasan ‘
kompensasi

kapasitas penuntutan > reward &
. @ O Sumber daya punishment

Putusan

kapasitas peradilan manusia yang

SISTEM berintegritas, penanaman nilai

yang

penguatan kapasitas SENGKETA

UPT

dukungan ahli

berkeadilan SISTEM PENGELOLAAN fesional :
kapasitas advokasi @ dan berefek PERADILAN SUMBER DAYA prrgsgzlr?:i? ’ @ kapasitas teknis &
g / ——— dan inovatif kebijakan
amicus curiae @ sarana-prasarana
& kondisi kerja
® INOVASI ® SANKS @ dukungan
penguatan partisipasi PIDANA PENGUATAN ADMINISTRATI pengelolaan
publik INSTRUMEN - anggaran
PENEGAKA
transparansi @ N HUKU
. > & @ > @ big data systems
mematuhi hukum Dukungan SISTEM Keputusan
. sumber daya SISTEM TATA DUKUNGAN yang cepat artificial
penerapan manaje‘m‘en @ dan KELOLA & PENGAMBILAN dan tepat intelligence
risiko kepercayaan KELEMBAGAAN KEPUTUSAN e dukungan
penguatan komitmen @ publik e —_— dipertanggun @ teknologi
dan dukungan K/L g jawabkan
penguatan kapasitas @ CRITICAL MASS & ® PENGEMBALIAN @ forensik
Pemda EFEK JERA PENYELESAIAN 4 KERUGIAN NEGARA :
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KERJA GAKKUM
KOLABORATIF DENGAN
PENDEKATAN MULTIDOOR



KONSEP

MULTI APPROACH

Multi
Multi Peraturan
Perangkat Perundang-
undangan
00’0,.. J 0 I n ""“
4 Investigation P2,
Multi Aktor Paralel " <
/ Lembaga Investigation Multi sanksi




PENDEKATAN MULTIDOOR

Menghindarkan disparitas
tuntutan pidana dalam perkara
sejenis

Menghindari peluang lolosnya
pelaku pidana

Pemulihan aset negara jejaring
aktor yang berlapis / afiliasi kor
elasi dengan tindak pidana lain
(TPPU, korupsi, dll)

Efek jera

Menuntut pertanggungjawaban
korporasi

Pengembalian kerugian negara
(asset tracing)

Pemulihan lingkungan hidup




2019

PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

. TEMPUS KASUS LOKASI _ STATUS

Kegiatan reklamasi di Desa Air Saga
tanpa Izin Lingkungan dan Perusaka
n Mangrove

Kegiatan reklamasi di Pantai Marita
Sari dan Pulau Tegal Mas tanpa Izin
Lingkungan dan Perusakan Terumbu
Karang

Kab. Belitung,
Prov. Kepulauan Bangka
Belitung

Kab. Pesawaran, Prov.
Lampung

KLHK, ATR/BPN,
KKP

KLHK, KPK, ATR/
BPN, KKP

Sudah dilakukan pema
sangan papan peringat
an bersama dengan 3 k
ementerian terkait.

P.19

Pemasangan papan pe
ringatan bersama 3 ke
menterian

Proses Penyidikan



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

No

TEMPUS

KASUS

Pembalakan liar dengan modus opera
ndi melakukan penebangan, pemungu
tan dan pemanenan tanpa izin di dala
m hutan yg dilakukan oleh tersangka
H. Agus (kayu ebony)

Pembalakan liar dengan modus opera
ndi melakukan penebangan, pemungu
tan dan pemanenan tanpa izin di dala
m hutan yg dilakukan oleh tersangka
Hendra (kayu ebony)

LOKASI

Pelabuhan Nilam T
anjung Perak, Sura
baya Jawa Timur

Pelabuhan Nilam T
anjung Perak, Sura
baya Jawa Timur

K/L

KLHK dan Bakamla

KLHK dan Bakamla

STATUS

Inkracht

Inkracht

KET

Vonis 3 tahun 6 bul
an penjara dan pid
ana denda 2,5 Mily
ar subsider 1 bulan

Vonis 3 tahun 6 bul
an penjara dan pid
ana denda 2,5 Mily
ar subsider 1 bulan




PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

. e - — - — -

2018 Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku Perairan Selat Mak KLHK dan Ditjen  Inkracht Vonis 2 tahun pe
men SKSHH menggunakan assar Bea Cukai njara dan pidana
Kapal Layar Motor Harapan 8 denda 500 juta s
ubsider 6 bulan
6 2018 Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku Perairan Selat Mak KLHK dan Ditjen  Inkracht Vonis 2 tahun pe
men SKSHH menggunakan assar Bea Cukai njara dan pidana
Kapal Layar Motor Mutiara Biru denda 1 Milyar s

ubsider 3 bulan

7 2019 Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku Perairan Selat Mak KLHK dan Ditien Dalam Proses
men SKSHH menggunakan assar Bea Cukai Persidangan di
Kapal Layar Motor Harapan Mekar | Pengadilan Ne

geri Palu

&t

J LM\\WN P



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

N[@) TEMPUS KASUS LOKASI K/L STATUS

Penggunaan kawasan hutan secara Kab. Bangka, KLHK, ATR/B Kasus yang ditangani
tidak sah untuk kegiatan pertamban Prov. Kepulauan Bangka PN oleh Penyidik LHK
gan Belitung sudah P.21

Kegiatan pembangunan hotel baru  Kab. Manggarai Barat, KLHK, Telah melakukan
tanpa dokumen lingkungan Prov. Nusa ATR/BPN, pemeriksaan saksi
Tenggara Timur KKP




2017

PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

Kegiatan perkebunan
dalam kawasan huta
n tanpa izin

Pembalakan liar di d
alam kawasan hutan
(perseorangan)

Pembalakan liar di d

alam kawasan hutan
(korporasi)

Prov. Sumatera
Selatan

Prov. Sumatera
Selatan

Prov. Sumatera
Selatan

KLHK dan Kejak
saan

KLHK dan Kejak
saan

KLHK dan Kejak
saan

P.31 (Surat Pelimpahan P
erkara Acara Pemeriksaan
Biasa (APB))

Penyidikan lanjutan

oleh Jaksa sesuai

amanat Pasal 39 UU No 1
8 Tahun 2013 (inkracht)

Pengembangan
Penyidikan
pengenaan korporasi (inkr

Pengembangan
penyidikan (TPPU)

Vonis 2 tahun 6 bul

an penjara dan pida
na denda Rp. 500 J
uta subsider 4 bulan

Vonis pidana denda
Rp. 5 Milyar



DOKUMENTASI KEGIATAN MULTIDOOR
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DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

\ WE FIGHT AGAINST X-CRIME

\
>

Www

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta

ditiengakkum@menlhk.go.id

www.gakkum.menlhk.go.id

(021) 5790 2925

TERIMA KASIH



